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ABSTRAK 

 

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang memiliki 

keunikan masing-masing. Secara yuridis, kedudukan seorang anak menimbulkan 

akibat hukum. Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan di masyarakat yang 

sulit untuk dihilangkan. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sering terjadi 

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terutama pada waktu malam 

hari. Tindakan tersebut tidak sedikit pula dilakukan dengan cara merusak demi 

memudahkan anak dalam mengambil barang yang bukan miliknya. Dengan 

adanya lima putusan dari peradilan umum di seluruh wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta tentang pencurian yang dilakukan oleh anak dapat menggambarkan 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang menganalisa 

dokumen-dokumen terkait penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis 

normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-

analistis. Dalam metode pengumpulan dan analisis data penyusun menggunakan 

metode wawancara dengan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dalam 

masalah pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah peradilan umum Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Data dijelaskan dalam bentuk teks naratif dan tabel, serta 

analisis dengan tujuan akhir memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang 

dibahas. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana kepada 

anak yang telah melakukan tindak pidana pencurian sesuai Pasal 363 KUHP telah 

menggunakan proses peradilan anak sebagaimana diatur pada Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penyidik, 

penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi 

bantuan hukum dan petugas lainnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi 

anak dengan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara seperti halnya 

dalam pemeriksaan tidak memakai toga atau atribut kedinasan, memperoleh 

bantuan hukum serta mendapatkan pendampingan dari Pembimbing 

Kemasyarakatan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa 

pidana penjara ataupun pembinaan dalam lembaga bagi anak karena anak terbukti 

secara sah bersalah, telah terpenuhinya unsur-unsur, perbuatan anak meresahkan 

masyarakat, latar belakang keluarga maupun lingkungan terdekat, fakta hukum di 

persidangan, ultitum remidium sebagai upaya terakhir yang dipandang adil dan 

setimpal, mempertimbangkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan, dan 

diharapkan anak akan jera sehingga dapat memperbaiki diri serta masa depannya. 

 

Kata kunci : Anak, Pencurian, Pertimbangan Hakim 
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MOTTO 

 

“BUKAN BAHAGIA YANG MEMBUAT KITA 

BERSYUKUR TAPI SELALU BERSYUKUR 

YANG MEMBUAT KITA BAHAGIA” 

LALU SUDAHKAN ANDA BERSYUKUR HARI INI? 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum 

(rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
1
 

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting 

dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang 

bersifat preventif maupun represif setelah terjadinya pelanggaran hukum. 

Oleh karena itu Undang-undang menjadi dasar hukum yang sesuai dengan 

falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-

tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan 

hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan 

diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Arti dari anak dalam penjelasan 

atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang 

menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang 

Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat 

harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijiunjung tinggi.
2
 

                                                           
 

1
 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989), hlm. 346. 

 
2
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak. 
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Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional yang akan 

menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat 

ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. 

Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, 

pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit 

pula untuk dibayangkan.
3
 Secara yuridis, kedudukan seorang anak 

menimbulkan akibat hukum.
4
 Akibat hukum terhadap kedudukan seorang 

anak menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. 

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut 

melakukan tindakan pidana seperti mencuri. Pencurian sebagai salah satu 

bentuk kejahatan di masyarakat yang sulit untuk dihilangkan. Terjadinya 

suatu tindak pidana pencurian dalam masyarakat dipengaruhi oleh unsur 

sosial seperti meningkatnya kebutuhan sehari-hari, kesulitan dalam mencari 

pekerjaan, dan anggapan masyarakat megenai ringannya hukuman yang 

dijatuhkan kepada pelaku pencurian. 

Akhir-akhir ini di wilayah Yogyakarta sering terjadi tindak pidana 

pencurian terutama pada malam hari, dimana tindakan ini meresahkan 

lingkungan masyarakat khususnya di Yogyakarta. Tidak sedikit pula tindak 

pidana pencurian ini dilakukan dengan cara merusak demi memudahkan 

pelaku dalam mengambil barang yang bukan miliknya. Banyak diantaranya 

                                                           
 

3
 Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Dibawah Umur, Cet ke-2, (Bandung: PT Alumni, 

2014), hlm. 1. 

 
4
 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional 

Perlindungan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 4. 
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pelaku tindak pidana pencurian ini adalah anak. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun 

demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi 

pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan 

perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya.  

Adapun kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak 

sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 40/Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Smn yang dilakukan oleh anak yang bernama Teguh Fiansyah 

(17 tahun), putusan Pengadilan Negeri Wates No. 4/ Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Wat yang dilakukan oleh anak yang bernama Muhammad 

Jumaidin (18 tahun), putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 7/ Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Wno yang dilakukan oleh anak yang bernama Bayu Saputra 

(17 tahun), putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 1/ Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Yyk nama disamarkan (16 tahun), dan putusan Pengadilan 

Negeri Bantul No. 5/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btl nama disamarkan (17 

tahun). 

Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, negara atau 

pemerintah telah berupaya memberikan perhatiannya dalam wujud Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun hal 

tersebut dirasa belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas 

kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak 

pidana. Untuk menyikapi hal itu, maka negara atau pemerintah, telah 

merumuskan suatu peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-
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Undang Nomor 11 Tahun 2012 tantang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 

diberlakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diharapkan dapat lebih tepat 

dan optimal dalam menangani serta menyelesaikan perkara anak yang 

melakukan tindak pidana. 

Dengan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka 

penyusun tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul Tinjauan 

Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan 

oleh Anak di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  

 

B. Pokok Masalah 

1. Apakah penjatuhan pidana pencurian terhadap anak oleh Pengadilan 

Negeri di wilayah DIY telah menggunakan proses sebagaimana diatur 

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ? 

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri di 

wilayah DIY dalam menjatuhkan sanksi pidana anak? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana pencurian yang 

dilakukan oleh anak telah menggunakan proses yang telah diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
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Anak  dan mencari dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana 

anak berupa sanksi pidana. 

1. Kegunaan Teoretis 

a. Berguna untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai 

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. 

b. Berguna untuk menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum 

bagi anak yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana 

pencurian. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan masukan pada 

penelitian berikutnya. 

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai 

bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. 

 

D. Telaah Pustaka 

Sebagai suatu dasar tinjauan dan untuk membedakan dengan 

 penelitian lain sebelumnya berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang 

 dilakukan oleh anak studi putusan dari Pengadilan Negeri di wilayah Daerah 

 Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meliputi Pengadilan Negeri Bantul putusan 

 Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btl, Pengadilan Negeri Yogyakarta putusan 

 Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yk, Pengadilan Negeri Sleman putusan 

 Nomor: 40/Pid.Sus/2017/PN.Smn, Pengadilan Negeri Wates putusan Nomor: 
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 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wat, dan Pengadilan Negeri Wonosari putusan 

 Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wno. Dari banyaknya penelitian berkaitan 

 dengan putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 

 anak, penyusun mengambil beberapa untuk dijadikan suatu tinjauan, sebagai 

 berikut : 

  Skripsi yang disusun oleh Syaiful Haq dengan judul “Pidana Bagi 

Anak Pelaku Pencurian Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif”
5
 

membahas mengenai jenis dan bentuk sanksi terhadap  anak yang diberikan 

pereduksian pidana dimana tercermin dalam hukum positif dan hukum Islam 

yang memiliki banyak pilihan. Dalam hukum Islam pidana anak sebagai 

bentuk pemidanaan tidak diperbolehkan, dikarenakan posisi anak yang belum 

cakap hukum dan belum wajib dikenakan sebuah hukuman (Taklif). Dalam 

hukum positif juga dijelaskan bahwa pidana anak termasuk dalam sanksi 

pidana (punishment) yaitu sebuah sanksi pidana yang diajtuhkan kepada anak 

yang melakukan tindak pidana yang bentuk sanksi tersebut adalah hukuman 

penjara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penyusun ialah terkait dengan aturan pidana mengenai anak sebagai pelaku 

pencurian yang terdapat di dalam hukum Islam. Penelitian yang dilakukan 

penyusun ialah mengenai pertimbangan hakim dalam melakukan penjatuhan 

pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan 

dasar sistem peradilan pidana anak. 

                                                           
 

5
 Syaiful Haq, “Pidana Bagi Anak Pelaku Pencurian Studi Komperatif Hukum Islam dan 

Hukum Positif”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2010. 



7 
 

 
 

  Skripsi yang disusun oleh Yakkinaking Sambada dengan judul 

“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh 

Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.YK)”
6
 

membahas mengenai pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana 

pencurian yang dilakukan anak di bawah umur khususnya di Pengadilan 

Negeri Yogyakarta yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak, kurangnya peran BAPAS dalam 

mendampingi anak yang berada dalam proses peradilan dan tidak tersedianya 

LP khusus anak di semua wilayah hukum Indonesia. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun ialah terkait dengan dasar 

Undang-Undang yang digunakan pada saat ini sebagai dasar hakim dalam 

memberikan putusan khussunya pencurian yang dilakukan oleh anak. Hakim 

dalam mempertimbangkan pemberian sebuah putusan terhadap pidana khusus 

anak harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung 

sejak tanggal diundangkan dan Peraturan Pemerintah yang terkait. 

  Skripsi yang disusun oleh Qorry Aina Ediati dengan judul 

“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian yang 

Dilakukan oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Nomor 

                                                           
 

6
 Yakkinaking Sambada “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang 

Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.YK)”, Skripsi, 

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 
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255/Pid.Sus/2011/PN.YK)”
7
 membahas mengenai penanganan perkara anak 

dalam proses peradilan pidana terdapat perbedaan tertentu dengan 

penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Hal-hal yang dijadikan 

pertimbangan hakim sebelum memutus perkara anak dan dewasa seperti 

halnya dakwaan oleh jaksa penuntut umum, alat bukti dan barang bukti yang 

sah, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan segala hal 

yang terungkap dalam persidangan. Perbedaannya terdapat dalam perkara 

anak, hakim juga mempertimbangkan laporan BAPAS dan keterangan 

orangtua atau wali atau orang tua asuhnya sebelum memutus perkara anak 

tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penyusun ialah tidak membandingkan dengan perkara yang sama namun 

dilakukan oleh orang dewasa. Jika penelitian ini memfokuskan pada putusan 

Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut sudah sesuai atau belum dengan 

KUHP, UU No. 3 Tahun 1997, dan PERMA No. 2 Tahun 2012, sedangkan 

pada penelitian yang dilakukan penyusun lebih mengarah kepada hakim yang 

menjatuhkan pidana kepada anak apakah sudah sejalan dengan sistem 

peradilan pidana anak di Indonesia dan telah mempertimbangkan dampak 

pada anak di masa mendatang. 

 Skripsi yang disusun oleh Wiwien Dwi Septiana dengan judul 

“Pembinaan Anak Nakal di Dinas Sosial DIY sebagai Pelaksanaan Putusan 

                                                           
 

7
 Qorry Aina Ediati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian 

Yang Dilakukan Oleh Anak (Analissi Putusan Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2011/PN.YK)”, Skripsi, 

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
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No. 112/Pid.Sus/2013/PN.Smn tentang Pencurian”
8
 membahas mengenai 

putusan hakim dalam perkara pidana pencurian dalam keadaan memberatkan 

yang dilakukan oleh pelajar dengan memberikan sanksi berupa tindakan yang 

berarti menyerahkan si anak kepada Dinas Sosial (Panti Sosial Bina Remaja/ 

Rumah Perlindungan Sosial Anak) yang terletak di Beran, Tridadi, Sleman 

telah sesuai karena anak tetap dapat bersosialisasi dengan orang lain dan 

dapat bersekolah seperti biasa. Pada dasarnya tujuan utama dari pembinaan 

RPSA adalah supaya anak dapat berkembang baik secara mental, fisik serta 

sosialnya sehingga dapat berkembang dengan baik di lingkungannya dan 

dapat memperbaiki perilaku yang buruk menjadi perilaku yang lebih baik. 

Perbedaannya terdapat dalam pembahasan pembinaan di dinas sosial DIY 

yang dirasa cukup tepat dalam mengatasi anak nakal khususnya dalam tindak 

pidana pencurian. Jika penelitian ini memfokuskan pada hakim menjatuhkan 

sanksi tindakan dengan menyerahkan kepada dinas sosial untuk  memberikan 

pendidikan pada para terdakwa yang tergolong anak-anak, sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan penyusun lebih cenderung pada pertimbangan 

hakim dalam memberikan sanksi perkara tindak pidana khusus anak 

khususnya pencurian telah menggunakan proses yang diatur dalam sistem 

peradilan pidana anak. 

 

 

                                                           
 

8
 Wiwien Dwi Septiana, “Pembinaan Anak Nakal di Dinas Sosial DIY sebagai 

Pelaksanaan Putusan No. 112/Pid.Sus/2013/PN.Smn tentang Pencurian”, Skripsi, Fakultas Syariah 

dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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E. Kerangka Teoritik 

  Penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran–pemikiran 

 teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan 

 kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. 

 Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori 

 menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan 

 masalah penelitian pyang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang 

 relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.
9
 

  Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan peneliti dalam 

 melakukan penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut: 

1. Teori Penjatuhan Pidana 

a. Teori retributif, teori ini disebut juga dengan teori absolut atau teori 

pembalasan. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata dasar 

hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri karena kejahatan itu 

telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya 

(vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.
10

 Dasar pijakan dari 

teori ini adalah pembalasan berupa penderitaan pada penjahat. Negara 

berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan 

penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan umu (pribadi, 

masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Penjatuhan pidana 

                                                           
 

9
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1986), hlm. 122. 

 
10

 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 

hlm. 105. 
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yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena 

penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.
11

 

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik 

masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau emnajdi 

korban. Pendekatan teori retributif atau absolut ini meletakkan 

gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, 

dengan alasan karena seseorang bertangung jawab atas perbuatannya, 

sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. 

Apabila dikaitkan dengan sejauh mana pidana perlu diberikan kepada 

pelaku kejahatan, teori ini menjelaskan sebagai berikut
12

 : 

1) Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam 

si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya atau 

keluarganya serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat 

dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak 

menghargai hukum. Tipe ini disebut vindicative. 

2) Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku 

kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap 

ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh 

keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima 

ganjarannya. Tipe ini disebut fairnerss. 

                                                           
11

  Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 187. 

12
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, 

Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2002), hlm. 157. 
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3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan 

antara apa yang disebut dengan the gravity of the offence dengan 

pidana yang dijatuhkan. Tipe ini disebut proporsionality. 

b. Teori deterrence/utilitarian, teori ini disebut juga dengan teori relatif 

atau teori tujuan. Menurut pandangan teori ini, pemidaan itu harus 

dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan harus dilihat pula 

manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

teori ini melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depan, yakni 

pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan 

datang.
13

 

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini 

adalah sebagai berikut
14

 : 

1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention). 

2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan 

masyarakat. 

3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan 

kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. 

4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk 

pencegahan kejahatan. 

                                                           
13

 Ibid., hlm. 106. 

14
 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: 

Alumni, 1992), hlm. 17. 
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5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat 

mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan 

maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak 

membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan 

kesejahteraan masyarakat. 

c. Teori integratif atau teori gabungan, pada dasarnya merupakan 

gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Gabungan teori itu 

mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk 

mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan 

memperbaiki pribadi si penjahat.
15

 Munculnya teori gabungan pada 

dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik 

terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana 

kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk 

membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk 

mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan 

kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.
16

 

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, 

yaitu sebagai berikut
17

 : 

                                                           
15

 Ibid., hlm. 107. 

16
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 192. 

17
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, 

Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2002),  hlm. 166. 



14 
 

 
 

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 

pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu 

dan cukup dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. 

2) Teori gabungan yang mengutamakan tata tertib masyarakat, tetapi 

penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat 

daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. 

2. Teori Restorative Justice, dimana teori ini lebih menekankan pada upaya 

pemulihan dan bukan untuk menghukum sebagaimana dengan target 

penanganan masalah yang berlaku saat ini. Teori ini merupakan konsep 

yang pada dasarnya menyelesaikan penyelesaian tindakan pidana yang 

dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian di luar criminal justice 

system (sistem peradilan pidana). Inti dalam proses restorative justice 

yaitu korban, masyarakat dan pelaku untuk membangun tanggapan yang 

bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.
18

 

Keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara 

tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau 

korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semua, dan bukan pembalasan.
19

 

                                                           
18

 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan 

Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm.199. 

19
 Pasal 1 ayat (6). 
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Konsep restoratif justice ini memiliki tiga prinsip dasar sebagai 

berikut : 

1) Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat 

kejahatan. 

2) Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan 

(restorasi). 

3) Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat 

berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil. 

 

F. Metode Penelitian 

Agar suatu penelitan dapat berjalan dengan baik maka perlu 

menggunakan suatu mode penelitian yang baik dan tepat. Berdasarkan hal 

tersebut, penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang 

dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, 

catatan, putusan peradilan umum, maupun laporan hasil penelitian dari 

penelitian terdahulu yang berkaitan dan mendukung tema penelitian. 

2. Sifat Penelitian 

  Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitis. Dimana 

teknik deskriptif analitis ini dilakukan dengan cara memaparkan data yang 
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diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian 

dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.
20

 Dalam penelitian 

ini data diperoleh dari Pengadilan Negeri Bantul, Sleman, Yogyakarta, 

Wonosari dan Wates kemudian dianalisa menggunakan teori yang berkaitan 

dengan tema. 

3. Pendekatan Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis 

adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan. 

Penelitian ditujukan untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang mengacu 

kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan.
21

  

4. Sumber Data Penelitian 

   Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

 data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-

 undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data yang 

 terdiri atas :
22

 

a. Data Hukum Primer, yaitu norma-norma atau kaedah-kaedah dasar 

seperti Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  Undang-

                                                           
20

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 91. 

21
 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2012),  hlm. 2. 

22
 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 

hlm. 24. 
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Undang Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bantul putusan Nomor: 5/Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Btl, Pengadilan Negeri Yogyakarta putusan Nomor: 

1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yk, Pengadilan Negeri Sleman putusan Nomor: 

40/Pid.Sus/2017/PN.Smn, Pengadilan Negeri Wates putusan Nomor: 

4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wat, dan Pengadilan Negeri Wonosari putusan 

Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wno. 

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa sumber-sumber yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku yang 

menguraikan materi yang tertulis tentang tindak pidana pencurian yang 

dilakukan oleh anak di bawah umur, serta hasil penelitian para pakar 

hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu penelitian serta jurnal yang diperoleh dari 

internet. Dimana bahan hukum tersier merupakan salah satu sumber 

hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a) Wawancara (interview) 

 Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah metode 

wawancara semi-terstruktur. Pada metode wawancara semi-terstruktur 

pertanyaan yang diajukan berupa pertanyaan terbuka, yang berarti 

jawaban yang diberikan oleh terwawancara tidak dibatasi, sehingga 
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subjek dapat lebih bebas mengemukakan apapun sepenjang tidak keluar 

dari konteks pembicaraan.
23

 

 Wawancara dilakukan kepada  hakim di Pengadilan Negeri Bantul, 

Sleman, Yogyakarta, Wonosari, dan Wates yang berkaitan dengan 

putusan penjatuhan pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di 

bawah umur. 

b) Dokumentasi 

 Metode ini merupakan cara untuk memperoleh data tentang suatu 

masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari 

dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data 

yang dibutuhkan oleh peneliti.
24

  

c) Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, 

dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan, atau data-data yang 

berupa bahan pustaka. 

6. Analisis Data 

  Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah 

 analisis data. Teknik analisis data adalah proses mengolah dengan cara 

 mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan 

 satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari 

                                                           
 

23
 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1996), hlm. 123. 

 
24

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1993), hlm. 202. 
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 susunan itu.
25

 Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan 

 data dalam bentuk yang mudah difahami dan mudah ditafsirkan, sehingga 

 hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.
26

 

  Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode alanalisis 

deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, 

kemudian dilakukan analisa terhadap data tersebut.
27

 Data yang terkumpul 

selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif yang diawali 

dengan mengemukakan teori-teori kemudian selanjutnya mengemukakan 

kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset yang dilakukan.  

  Analisa ini sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang 

peraturan-peraturan yang berlaku dan menganalisis data yang didasarkan 

pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh 

melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan hasil studi 

kepustakaan.
28

 

 

 

 

 

                                                           
 

25
 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 

2007), hlm. 93. 

 
26

 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan 

Penguasaan Metodologi Penelitian, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 120. 

27
 Winarto Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik, (Bandung: 

Tasrsito, 1990), hlm. 139. 

 
28

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 

206.  
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G. Sistematika Pembahasan 

  Guna memberikan gambaran terkait dengan arah dan tujuan yang akan 

 dilakukan pada penelitian ini, maka sistematika penulisan yang ada dalam 

 penelitian ini penyusunan dibagi menjadi lima bab, yaitu : 

   Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 

 masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

 pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

  Pada bab kedua, gambaran umum tentang tindak pidana pencurian 

serta unsur-unsurnya dan pengertian anak termasuk batas 

pertanggungjawaban pidana. 

  Pada bab ketiga, sistem peradilan pidana anak termasuk prinsip-

prinsip dan proses peradilan bagi anak. 

  Pada bab keempat, paparan kasus dan pertimbangan hakim dalam 

penjatuhan tindak pidana pencurian oleh anak. 

   Dan bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 

 Dimana kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan bab-bab 

 sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan yang sifatnya 

 konstruktif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penyusun lakukan terkait 

pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penjatuhan pidana pencurian terhadap anak di wilayah peradilan umum 

Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan proses sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Apabila anak melakukan tindak pidana sebelum 

berumur 18 (delapan belas) tahun dan pada waktu diajukan ke pengadilan 

anak telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun tetapi belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka anak tetap diajukan ke 

sidang anak. Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing 

kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum dan petugas 

lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan 

mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara seperti halnya 

dalam memeriksa perkara anak tidak memakai toga atau atribut 

kedinasan.  

Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh 

Pembimbing Kemasyarakatan. Di Pengadilan Negeri Bantul anak 

didampingi oleh Konsultan Hukum dari Lembaga Perlindungan Anak 

(LPA-DIY) dan BAPAS Kelas II Wonosari. Di Pengadilan Negeri 
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Yogyakarta anak didampingi oleh Yayasan Pos Bantuan Hukum (YPBH) 

Peradi Bantul BAPAS Kelas I Yogyakarta. Di Pengadilan Negeri Sleman 

anak didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA-DIY) dan 

BAPAS Kelas II Serang. Di Pengadilan Negeri Wates anak didampingi 

oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA-DIY) dan BAPAS Kelas I 

Yogyakarta. Di Pengadilan Negeri Wonosari anak didampingi oleh 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al-Kautsar dan BAPAS Kelas II 

Wonosari. 

Akan tetapi dalam hal lembaga pemasyarakatan dimana nantinya 

anak akan menjalani masa pidananya tidak disebutkan. Hanya dalam 

putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan anak diberikan 

sanksi pidana pembinaan di dalam lembaga, selain itu tidak ada yang 

menyebutkan dimana anak ditempatkan setelah pembacaan putusan. 

Hakim menyatakan pelaksana putusan ialah jaksa, maka hal tersebut 

tidak menjadi kewenangannya. Memang pada dasarnya kejaksaan 

memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana yaitu melaksanakan 

penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Namun alangkah lebih baiknya jika hakim dan jaksa sebagai eksekutor 

membina hubungan kerjasama agar memperjelas pada waktu pembacaan 

putusan. 

2. Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan pertimbangan yang 

menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Sesuai dengan UU 

Nomor 48 Tahun 2009 bahwasannya setiap hakim wajib menyampaikan 
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pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang 

diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa pidana terhadap 

anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil sampel data berupa 5 

(lima) putusan peradilan umum, yang pada intinya anak secara sah 

terbukti melakukan tindak pidana, surat dakwaan yang menjadi dasar 

pemeriksaan di pengadilan, minimal dua alat bukti yang sah dan 

meyakinkan sesuai pasal 183 KUHAP, keterangan terdakwa dan saksi, 

adanya pasal yang dilanggar dan wajib mempertimbangkan hasil laporan 

dan rekomendasi dari BAPAS. 

Dasar yang meringankan seperti halnya anak berstatus sebagai 

pelajar, anak belum pernah dihukum, anak bersikap sopan di 

persidangan, anak berterus terang dan mengakui perbuatannya. anak 

menyesali perbuatannya, anak berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatannya, telah ada perdamaian antara anak dan saksi korban dengan 

saksi korban telah memaafkan anak, sebagian barang bukti telah kembali 

Sebelum menjatuhkan pidana bagi anak yang terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 

ayat (1) KUHP, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang 

meringankan dan memberatkan sebagai dasar pertimbangan putusan 

kepada pemiliknya, orangtua siap memberikan pengawasan dan perhatian 

lebih terhadap anak, anak tidak tinggal bersama orang tua sehingga tidak 
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terkontrol dalam pergaulan sehari-hari dan setiap tindakan yang 

dilakukan oleh anak luput dari perhatian orang tuanya. Sedangkan dasar 

yang memberatkan diantaranya perbuatan anak merugikan oranglain, 

perbuatan anak meresahkan masyarakat, beberapa kali melakukan 

pencurian, dan sebelumnya anak telah selesai menjalani pidana penjara 

untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya 

B. Saran 

Hakim dalam memutus perkara anak seharusnya lebih 

mempertimbangkan sanksi pidana lain seperti pidana dengan syarat yaitu 

berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan. 

Karena dengan sanksi pidana bersyarat ini dapat melatih disiplin, 

bertanggung jawab akan perbuatannya dan dapat menjadikan pembelajaran 

bagi anak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana dengan 

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.  
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